SALINAN

BUPATI BAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 8 -DP2KBP3A /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN
SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

. bahwa dalam rangka melaksanakan Program

Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga
Berencana  serta  Pemberdayaan = Perempuan  dan
Perlindungan Anak di lingkungan Kabupaten Bandung
Barat, perlu menetapkan Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2024;

. bahwa penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana

dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2009, Tentang
Perkembangan  Kependudukan dan  Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Berencana dan Sistem Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga
Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2013 Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 62
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serat Tata Kerja Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 Seri D);

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 51
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2022 Nomor 51);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai
berikut:

1. Kepengurusan/Pengorganisasian;

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)/Konseling KB;
Pelayanan Kegiatan Program KB;

Pendataan dan Pencatatan;

Pertemuan Rutin;

o kWb

Kemandirian dalam Pengelolaan Program KB.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan biaya operasional
sebagai berikut:

1. Pos Keluarga Berencana Desa sebesar Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;

2. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebesar
Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang setiap
bulan.

Biaya yang diperlukan untuk pemberian honor sebagaimana
dimaksud pada Diktum KETIGA, dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan
Bantuan Operasioal Keluarga Berencana (BOKB) dengan Kode
Rekening 2.14.03.2.02.04.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF



